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Halaman ini sengaja dikosongkan

PEMBANGUNAN PERTANIAN
YANG BERPIHAK PADA PETANI

Oleh
Dwi Harsono
FISE UNY

Abstrak

Indonesia adalah negara agraris tapi sektor pertanian justru
menjadikan para petani sebagai buruh di lahan sendiri. ‘Saat ini
petani menjadi pekerjaan yang dipandang sebelah mata dan
profesi kelas dua di masyarakat Indonesia. Kondisi berakibat
pada semakin ditinggalkannya sektor pertanian oleh angkatan
kerja karena memiliki masa depan kurang menguntungkar..

Masalah pertanian di Indonesia disebabkan oleh kebijakan
pertanian yang lebih memfokuskan pada peningkatan produksi
pertanian dan kurang memperhatikan kualitas hidup para petani.
Keberpihakan pada petani sangat kurang dan nilai tambah
pertanian justru tidak dinikkmati para petani. Alih-alih
meningkatkan produksi yang terjadi justru semakin terpuruknya
sektor pertanian maupun petani.

Nilai tambah pertanian harus dinikmati oleh petani sehingga
kehidupannya menjadi semakin baik dan proses produksi tetap
berlanjut. Petani semakin terberdayakan karena aktivitasnya
bukan lagi bersifat subsisten tapi menjadi lebih maju. Kebijakan
ini tidak akan berhasil apabila tidak ada political will dari
pemerintah untuk memperbaiki kehidupan petani. Faktor-faktor
yang mempengaruhi kebijakan ini mencakup lintas wilayah,
sektor, dan oelaku.

Kata Kunci : Pembangunan, pertanian, petani
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Pendahuluan

Indonesia  adalah Negara
agraris yang berbasis pada sektor
pertanian. lroni yang terjadi adalah
pertanian tidak bisa menjadi tuan
rumah di negerinya sendiri.
Swasembada beras yang tercapai

pada tahun 1984 ternyata tidak bisa
dipertahankan dan hanya dua
tahun kemudian Indonesia terus-
menerus membuka kran impor
beras (Iskandar, 2006). Menjadi
importir beras merupakan kecelaka-
an besar ketika swasembada
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kemiskinan. Ketika telah menjadi
miskin, petani semakin terpuruk
karena kemiskinan menjadikan petani
rentan, tidak berdaya dan voiceless
(SMERU, 2002). Kondisi  ini
disebabkan oleh ketidakmampuan
petani untuk memperoleh nilai tambah
atas produk yang dihasilkannya. Nilai
tambah dari pertanian diambil oleh
pengusaha dan dunia industri.

Nilai tambah pertanian harus
dinikmati olehi petani. Dengan nilai
tambah tersebut, petani dapat
membiayai hidupnya di samping
proses produksi pertanian yang
menjadi mata pencahariannya. Petani
semakin terberdayakan karena
aktivitasnya bukan lagi bersifat
subsisten tapi menjadi lebih maju.
Oleh karena itu rekomendasi
kebijakan pertanian khususnya beras
adalah memberikan nilai tambah
produk pertanian khususnya padi
kepada petani.

Untuk melaksanakan kebijakan
yang memberikan nilai tambah produk
pertanian kepada petani adalah tidak
mudah. kejadian yang paling
merugikan petani adalah ketika
peluang untuk memperoleh nilai
tambah tersebut diinterupsi oleh
pemerintah melalui impor beras.
Pemerintah harus betul-betul
mempertimbangan keputusan untuk
mengimpor beras. Kontraksi pasar
terhadap kenaikan harga akibat
kelangkaan dapat diukur sehingga
tidak terburu-buru membuat
keputusan. Memang terdapat indikasi
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bahwa keputusan untuk impor
beras adalah tekanan dari pihak
asing (donatur bantuan). Namun
seiring lunas utang ke beberapa
donatur, Indonesia harus berani
mengambil sikap dan mandiri
dalam membuat kebijakan.

HPP dalam bentuk gabah
sebagai patokan harus diubah
dalam bentuk beras. Ketetapan
HHP setiap daerah juga bisa
berbeda. Dalam hal ini Bulog harus
membeli langsung dari petani atau
koperasi petani. Yang sering terjadi,
Bulog membeli dari pengepul
(tengkulak). Pada saat panen raya,
seharusnya Bulog menarik

persedian pasar yang melimpah

sesuai HPP. Namun yang terjadi,
Bulog cenderung bermain sebagai
pengusaha dan menekan harga di
tingkat petani.

Bulog harus mengambil
peran penting dalam memantau
dan mengawasi tata niaga beras.
Selama ini posisi Bulog ambigu
yakni sebagai regulator dan
pemain. Sebagai regulator, Bulog
seharusnya tidak diperkenankan
menjadi pemain. Dalam sepakbola
akan sangat sulit mengalahkan tim
yang bermain tapi merangkap
sebagai wasit.

Kebijakan ini tidak akan
berhasil apabila tidak ada political
will dari  pemerintah  untuk
memperbaiki kehidupan petani.
Faktor-faktor yang mempengaruhi
kebijakan ini mencakup lintas

sektor, dan pelaku.

wilayak, .
Perbedaan kepentingan antar faktor
pasti terjadi dan hal itu sangat
alamiah. Ketika setiap faktor tidak
bisa duduk bersama maka realisasi
kebiiakan ini akan semakin sulit

terwujud.
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